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ABSTRAK 

 
ABSTRAK 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menjadi 

kontroversial karena dianggap Mahkamah Konstitusi telah melampaui 

kewenangannya sebagai negative legislator menjadi positive legislator. Dalam 

putusan ini, Mahkamah Konstitusi menambah syarat usia minimal untuk Presiden 

dan Wakil Presiden.  

Fokus penelitian Penulis yaitu Bagaimana kewenangan Mahkamah 

Konstitusi sebagai positive legislator dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023? 

dan Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator 

dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif siyasah qadha’iyyah.? 

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah 

Konstitusi sebagai positive legislator dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 

dalam perspektif siyasah qadha’iyyah. Hal ini peneliti menggunakan teori 

positivisme hukum dan siyasah qadha’iyyah untuk memperkuat penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti 

data kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif-analisis yang mengkaji 

permasalahan menggunakan menganalisis, mendeskripsikan, dan menjelaskan 

permasalahan untuk menemukan analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi 

sebagai positive legislator dengan menggunakan pendekatan undang-undang 

(statute approach), Pendekatan Konseptual (conseptual approach), dan Pendakatan 

Kasus (case approach) 

Hasil dari kajian berdasarkan analisisnya, penulis menyimpulkan bahwa 

Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran kewenangan dari negative legislator 

menjadi positive legislator. Dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 mahkamah telah 

memutus dengan menambah norma baru didalam pasal tersebut. Dasarnya 

penambahan norma baru tersebut merupakan kewenangan dari DPR dan Presiden. 

Selain itu, menurut analisis keislaman yakni siyasah qadha’iyyah sejalan dengan 

peradilan Islam yaitu pada wilayah al-mazalim yang menangani perkara diluar 

kewenangan lembaga lain dan mengadili permasalahan kezaliman para penguasa 

terhadap rakyat. 

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, positive legislator, negative legislator, siyasah 

qadha’iyyah. 
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ABSTRACT 

The Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 has 

become controversial because it is considered that the Constitutional Court has 

exceeded its authority as a negative legislator to become a positive legislator. In this 

decision, the Constitutional Court added a minimum age requirement for the 

President and Vice President.  

The focus of the author's research is what is the authority of the 

Constitutional Court as a positive legislator in Decision Number 90/PUU-

XXI/2023? and What is the authority of the Constitutional Court as a positive 

legislator in Decision Number 90/PUU-XXI/2023 in the perspective of siyasah 

qadha'iyyah.? 

The purpose of the research is to find out how the authority of the 

Constitutional Court as a positive legislator in Decision Number 90/PUU-

XXI/2023 is from the perspective of siyasah qadha'iyyah. This researcher uses the 

theory of legal positivism and siyasah qadha'iyyah to strengthen the research. This 

study uses a normative juridical research method by examining literature data with 

the nature of descriptive-analytical research that examines problems using 

analyzing, describing, and explaining problems to find an analysis of the authority 

of the Constitutional Court as a positive legislator using a statute approach, a 

conceptual approach, and a case approach 

The results of the study based on his analysis, the author concludes that the 

Constitutional Court has experienced a shift in authority from negative legislators 

to positive legislators. In decision 90/PUU-XXI/2023, the court has decided by 

adding a new norm to the article. Basically, the addition of the new norm is the 

authority of the House of Representatives and the President. In addition, according 

to Islamic analysis, siyasah qadha'iyyah is in line with Islamic justice, namely in 

the al-mazalim area which handles cases beyond the authority of other institutions 

and adjudicates the problem of the tyranny of the rulers against the people. 

Keywords: Constitutional Court, positive legislator, negative legislator, siyasah 

qadha'iyyah.
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MOTTO 

“Sesungguhnya kesuksesan ada pada setiap manusia yang mau berusaha, 

Allah bersama orang-orang yang bekerja keras.” 

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 

pelindung” Q.S Ali Imran: 173 

Man jadda wajada (Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan 

mencapai tujuannya). 
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PEDOMAN TRANSLITERA SI ARAB-LA TIN  

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 

158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ ṡ es titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha titik di bawah ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet titik di atas ذ



x 

 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te(titik di bawah) ط

 Ża ż zet(titik di bawah) ظ

 ain ` Koma terbalik di atas` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن



xi 

 

 Wau W W و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ...‘... Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Konsonan rangkap karena Tasydîd ditulis rangkap: 

 متعاقّدين

 عدةّ

ditulis 

ditulis 

muta’aqqiddîn 

‘iddah 

 

C. Tā’ Marbūtah di akhir kata. 

1. Bila dimatikan ditulis h 

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali 

dikehendaki lafaż aslinya). 

ةحكم  

 علة

ditulis 

ditulis 

hikmah 

‘illah 

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis h.  



xii 

 

 Ditulis كرامة الأولياء

karāmah al-

auliyā’ 

 

3. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

فطرزكاة ال  Ditulis zakāt al-fitri 

 

D. Vokal pendek 

—  َ — 

 فعل

—  َ — 

 ذكر

—  َ — 

 يذھب

Fath}ah 

 

Kasrah 

 

D{ammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

fa’ala 

i 

żukira 

U  

yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

fathah + alif 

 جاھليّة

fathah + ya’ mati 

 نسى

kasrah + ya mati 

 كريم

dammah + wau mati 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A< 

Jāhiliyyah 

a> 

tansa< 

i> 

kari>m 

u> 
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 {ditulis furu>d فروض 

 

 

 

F. Vokal rangkap 

1 

 

2 

 

Fathah + yā mati 

 بينكم

Fathah + wau mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

Baynakum 

Au 

qawl 

 

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof. 

 اانتم

 اعدت

 لئن شكرتم

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u’iddat 

la’insyakartum 

 

H. Kata sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

قرانال  

 القياس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’a>n 

Al-Qiya>s 

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
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syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilamgkan huruf l (el) 

 السماء

 الشمس

ditulis 

ditulis 

As-sama>’ 

As-syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut 

penulisannya 

 ذوى الفروض

 اھل السنة

ditulis 

ditulis 

z}awi al-furu>d} 

ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHU LUAN  

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem ketatanegaraan di Indonesia membagi tiga konsep kekuasaan 

menurut montesque yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep ini 

bertujuan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan sehingga dapat 

tercaipainya check and balance. Prinsip check and balance melibatkan 

lembaga khusus untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum. 

Dengan ini dibentuk Mahkamah Konstitusi, yang biasa disebut sebagai the 

guardian of the constitution atau pengawal konstitusi.1  

Mahkamah Konstitusi bertugas untuk mengawal konstitusi apabila 

terdapat pertentangan antara undang-undang dibawah Undang-Undang 

Dasar (selanjutnya disebut UUD 1945) dan memiliki kewenangan lainnya 

seperti halnya di jelaskan pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. 2 

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi agar tidak adanya lembaga  yang 

sewenang-wenang sehingga dapat terciptanya demokrasi yang kuat dan 

sistem pemerintah yang sistematis.3 

                                                 
1  Ika Kurniawati, Lusy Liany, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative 

Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” Adil: Jurnal 

Hukum Vol. 10:1 (2019), Hlm. 112. 

 
2  Taufik Nurohman, “Dinamika Relasi Kelembagaan Antara Komisi Yudisial Dengan 

Mahkamah Agung, Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengawasan Hakim,” Jurnal Ilmu Politik Dan 

Pemerintahan, Vol. 1:4, (Januari 2014), Hlm. 476-479. 

 
3 David Saputra, “Analisis Sistem Peradilan Independen Dalam Memberantas Korupsi,” 

Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan,” Vol 1:2 (Agustus 2022), Hlm. 89. 
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Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir, wewenangnya terdapat pada pasal 24 C ayat 

(1) dapat dilihat sebagai berikut: (1) mengadili sengketa kewenangan antar 

lembaga  negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar, (2) Menguji undang-undang di bawah UUD 1945, (3) Memutus 

perselisihan sengketa hasil pemilu, (4) Pembubarkan partai politik.4  

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana judicial 

review yaitu melakukan proses pengujian yang dilakukan oleh lembaga  

peradilan sesuai dengan wewenang masing-masing. Judicial review bisa 

kita pahami sebagai upaya pengujian peraturan perundang-undangan yang 

dilakukan oleh lembaga yudikatif. 5  Pengujian peraturan perundang-

undangan terhadap UUD  1945 berupa secara formil maupun materiil 

diajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi tanpa melalui peradilan 

dibawahnya. Pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 

dilakukan dengan pertimbangan dari DPR dan Presiden.6  

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi hanya sebatas negative 

legislator yaitu hanya sebagai pembatal undang-undang yang tidak sesuai 

dengan UUD 1945. Sedangkan, perumusan undang-undang adalah 

                                                 
4 Pasal 24 C Ayat (1) 

 
5 Laica Marzuki, “Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi,” Legislasi Indonesia, Vol. 1:3 

(November 2004), Hlm. 1 

 
6  Zaki Ulya, “Dilematisasi Kelembagaan Antar LembagaKekuasaan Yudikatif Guna 

Mencapai Harmonisasi Hukum,” Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 10:3 (2021), Hlm. 346.  
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kewenangan dari lembaga  legislatif yaitu DPR.7  Dengan ini Mahkamah 

Konstitusi tidak disarankan untuk membuat norma baru, yang berhak 

merumuskan norma baru dalam sebuah undang-undang yaitu positive 

legislator yang disini diperankan oleh DPR dan Pemerintah.8 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. 9 

Dalam realitanya penegakan hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi 

memperlihatkan bahwa dalam putusannya mengandung Mahkamah 

Konstitusi sebagai positive legislator. Mahkamah Konstitusi memutus 

perkara positive legislator yang di dalam putusan tersebut merupakan 

putusan yang mengatur. Hal tersebut memperbesar terjadinya permasalahan 

hukum, terlebih lagi putusan yang terdapat ultra petita atau putusan yang 

tidak ada dalam permohonan yang diajukan, Meskipun saat ini ultra petita 

diperbolehkan karena terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 48/PUU-IX/2011, terkait putusan tersebut Mahkamah Konstitusi 

telah membatalkan pasal-pasal yang dianggap bertentangan termasuk pada 

Pasal 45A dan 57 ayat (2a), sehingga kewenangan Mahkamah Konstitusi 

                                                 
7  Welda Aulia Putri, Dona Budi Kharisma, “Mahkamah Konstitusi Dalam Republik 

Indonesia,” Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional, Vol. 1:4 (2022), Hlm. 672 

 
8 Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, Alya Anira, “Constitutional Review Di Indonesia Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Ix/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive 

Legislator,” Rechtidee, Vol. 15:1, (Juni 2020). Hlm. 4.  

 
9  Anindya Eka Bintari, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam 

Penegakan Hukum Tata Negara,” Pandecta, Vol. 8:1 (Januari 2013), Hlm. 85. 
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telah bergeser dari negative legislator ke positive legislator. Penerapan 

ultrapetita harus dibatasi pada saat-saat tertentu, dimana ketika suatu 

permohonan mengalami keadaan mendesak untuk mengisi kekosongan 

hukum. 

Salah satu fokus peneliti putusan Mahkamah Konstitusi yang 

mengandung Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator yaitu 

Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang 

berbunyi “Barusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” kemudian di 

ubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau 

pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum 

termasuk pemilihan kepala daerah”.10 Perdebatan ini kemudian memantik 

masyarakat dengan adanya ketidaksesuaian putusan Mahkamah Konstitusi 

mengenai batas usia dengan kewenangannya, terlebih lagi menjadi persepsi 

negatif bagi masyarakat karena terdapat isu kepentingan yang mana 

pengujian batas usia tersebut disinyalir karena kepentingan individu. 

Dengan ini perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai kekuatan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dalam 

Putusan 90/PUU-XXI/2023 menggunakan teori yang penulis telah ambil 

dalam penelitian ini. 11  

                                                 
10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Huruf (Q) 

11 Andi Muh. Taqiyyuddin, Ahmad Arief, Muh. Sadli, Nur Alimahmudrikah R, “Menyoal 

Etika Profesi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang 

Syarat Usia Calon Presiden (Capres) Dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul 

Qada “Umar”,” Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1:11, (December 2023), Hlm. 663. 
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Namun, seharusnya konteks perdebatan ini perlu pertimbangan lebih 

lanjut dengan melihat celah-celah kemudharatan bagi semua pihak yang 

terkait. Tidak hanya itu, tentunya perlu adanya analisis lebih panjang yang 

telah disesuaikan dengan peraturan yang telah diterapkan, kemudian 

menggunakan teori yang lebih komperhensif sesuai dengan sistem di 

Indonesia, lebih lagi mencoba perbandingan negara dengan system yang 

sama di Indonesia. Hal inilah yang penulis belum mencantumkan dalam 

penelitiannya.12 

Maka dari itu penelitian ini bermaksud akan menganalisis secara 

tuntas tentang wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator 

dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian batas usia pencalonan 

Capres dan Cawapres dengan membandingkan menurut perspektif siyasah 

qadha’iyyah. Skripsi ini menganalisis dengan menggunakan teori 

positivisme hukum dan siyasah qadhai’yyah. Kemudian, konsteks 

pembahasan tersebut dianalisis melalui telaah Pustaka dari sumber-sumber 

yang kredibel. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan merumuskan 

beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti, diantaranya sebagai 

berikut: 

                                                 
12Amran Anshary Kelilauw, Zuhad Aji Firmantoro, “Analisis Legal Standing Dan 

Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil Uu Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/Puu-Xxi/2023,” Jurnal Ilmu Hukum, 

Humaniora, Dan Politik (Jihhp), Vol. 3:2 (Januari 2024), Hlm. 103.  
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1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive 

legislator dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

XXI/2023? 

2. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive 

legislator dalam perspektif siyasah qadha’iyyah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui wewenang dari Mahkamah 

Konstitusi sebagai positive legislator. Dengan demikian penelitian ini 

memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi 

sebagai positive legislator dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

2. Untuk mengetahui kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagai 

positive legislator dalam perspektif siyasah qadha’iyyah. 

Berikut beberapa kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan 

penelitian yaitu sebagai berikut:  

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan 

yang lebih dalam mengenai ruang lingkup Mahkamah Konstitusi dalam 

kewenangan nya menjalankan tugas sebagai kekuasaan kehakiman.  

2. Kegunaan praktis, penelitian ini berguna untuk memberi pemahaman 

kepada pembaca mengenai wewenang khusus Mahkamah Konstitusi, 

mengetahui aspek-aspek yang perlu dihindari dalam mengambil 

keputusan di Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah 
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Konstitusi terkhusus sebagai positive legislator dalam perspektif 

qadha’iyyah.  

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan penemuan pengetahuan-pengetahuan 

yang sudah ada sebelumnya guna sebagai rujukan penelitian untuk menulis. 

Penulis mengambil beberapa penelitian yang sesuai dengan penelitian untuk 

mengidentifikasi dan mencermati beberapa hal yang bisa di telaah. Dalam 

hal ini, ada beberapa penelitian yang sesuai mengenai analisis kewenangan 

Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, jurnal karya Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono 

Rahayu dengan judul “Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator 

dan Positive Legislator,” jurnal ini membahas mengenai wewenang 

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review dalam suatu 

perkara di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dijelaskan secara 

rinci bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam memutus putusan yang 

bersifat negative legislator dan positive legislator. Persamaan dari jurnal 

tersebut dengan judul penelitian yang penulis ambil yaitu, di dalam jurnal 

tersebut membahas terkait dengan kewenangan khusus Mahkamah 

Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator dan 

menjelaskan terkait dengan batasan-batasan apa saja yang perlu di ketahui 

tentang Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dan negative 

legislator.  Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut, penulis 
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berkonsentrasi dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive 

legislator yang disini mengambil studi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan penulis akan membahas bagaimana 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif siyasah 

qadha’iyyah.13 

Kedua, Jurnal Karya Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, Alya Anira 

dengan judul “Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: dari Negative Legislator 

menjadi Positive Legislator”, Penelitian ini membahas terkait dengan 

perubahan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya sebagai 

negative legislator menjadi positive legislator pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.  Perbedaan dengan penelitian penulis 

adalah penelitian penulis fokus membahas terkait dengan Mahkamah 

Konstitusi sebagai positive legislator bertentangan dengan UUD 1945 dan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator bagaimana 

pandangan dari perspektif siyasah qadha’iyyah.14 

Ketiga, skripsi karya Muhammad Alief Farezi Efendi dengan judul 

“Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator (Studi Putusan 

Mahkamah Konstitusi Tahun 2012-2022)”, dalam penelitian ini membahas 

                                                 
13 Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Rahayu, “Mahkamah Konstitusi Sebagai 

Negative Legislator Dan Positive Legislator,” Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional, Vol. 1:4 

(2022), Hlm 690.  

 
14 Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, Alya Anira, ““Constitutional Review Di Indonesia 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Ix/2011: Dari Negative Legislator Menjadi 

Positive Legislator,” Rechtldee, Vol. 15:1, (Juni 2020), Hlm 3-4. 
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tentang keresahan terkait banyaknya putusan secara positive legislator dari 

tahun 2012 hingga 2022 dari hal itu peneliti memahami bagaimana praktek 

positive legislator di dalam mahkamah konstitusi dan membahas tentang 

sifat dari penerapan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positive 

legislator pada tahun 2012 hingga 2022. Perbedaan dari skripsi ini dengan 

penelitian penulis adalah penulis membahas terkait dengan bagaimana 

kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dalam 

putusan 90/PUU-XXI/2023 dan bagaimana kewenangan Mahkamah 

Konstitusi sebagai positive legislator menurut pandangan perspektif siyasah 

qadha’iyyah.15  

Keempat, jurnal karya Ramadhan Siddiq Pane dan Puji Kurniawan 

dengan judul “Putusan MK yang bersifat positive legislator,” pada jurnal ini 

menjelaskan terkait dengan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 

sebagai negative legislator, namun berjalannya waktu Mahkamah 

Konstitusi beralih sebagai positive legislator untuk melengkapi undang-

undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Perbedaan dari penelitian ini 

yaitu dari segi pembahasan bahwa dalam jurnal hanya menjelaskan tentang 

kewenangan Mahkamah Konstitusi saja, sedangkan penulis akan 

                                                 
15  Muhammad Alief Farezi Efendi, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator 

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012-2022),” Skripsi Univeristas Bandar Lampung 

(2023), Hlm. 26. 
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mengolaborasikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam segi siyasah 

qadha’iyyah.16 

Kelima, jurnal karya Ika Kurniawati dan Lusy Liany dengan judul 

“Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam 

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” pada 

jurnal ini menjelaskan pada sebuah pro kontra pengujian perundang-

undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Terdapatnya putusan 

yang tidak konsisten terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga 

menjadi perhatian masyarakat. Dengan ini penulis tertarik untuk 

menjadikan sumber penelitian tersebut sebagai pedoman lanjutan yang bisa 

ditelaah lebih lanjut, sehingga akan menghasilkan analisis yang berbeda dari 

yang sudah di paparkan dalam jurnal tersebut. 17 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Positivisme Hukum 

Positivisme, yang berasal dari kata "positif", merujuk pada sesuatu 

yang diketahui, faktual, dan berlandaskan fakta. Teori positivisme 

merupakan aliran filsafat yang menegaskan bahwa pengetahuan harus 

didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi melalui observasi dan 

                                                 
16  Ramadhan Siddik Pane, Puji Kurniawan, “Putusan Mk Yang Bersifat Positive 

Legislator,” Jurnal El-Thawalib, Vol. 3:4 (2022), Hlm. 618. 

 
17 Lusy Liani Ika Kurniawati, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai” 10 (2015): 5–

10. 
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pengalaman empiris. Dengan demikian, positivisme menekankan 

pentingnya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral. 

Menurut teori positivisme yang dikemukakan oleh auguste comte, 

hukum tertulis adalah satu-satunya sumber hukum yang sah dan harus 

diikuti sebagaimana adanya. Tidak ada norma hukum yang valid di luar 

hukum positif, yang berarti bahwa segala sesuatu harus diatur dan 

dijelaskan melalui aturan hukum yang jelas dan terdefinisi. Aliran ini 

menganggap bahwa untuk mencapai kepastian hukum dan stabilitas 

sosial, semua masalah dalam masyarakat harus diatur oleh hukum 

tertulis yang dapat diverifikasi dan ditegakkan oleh otoritas yang sah. 

Dalam pandangan positivisme, hukum tertulis memberikan 

kerangka kerja yang jelas dan tegas bagi penegakan hukum. Hal ini 

memberikan kepastian bagi individu dan masyarakat tentang apa yang 

diharapkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian, hukum yang 

didasarkan pada positivisme cenderung bersifat objektif, teratur, dan 

dapat diprediksi. 

Namun, positivisme juga menghadapi kritik karena dianggap 

mengabaikan aspek moral dan keadilan substantif. Meskipun hukum 

tertulis memberikan kepastian hukum, ia mungkin tidak selalu 

mencerminkan nilai-nilai moral atau prinsip keadilan yang mendalam. 

Dalam hal ini, positivisme dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel 
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untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang dinamis dan 

kompleksitas realitas manusia.

2. Teori siyasah qadha’iyyah  

Siyasah berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti yaitu mengatur, 

sedangkan qada’iyyah berasal dari kata al-qadha yang memiliki arti 

lembaga peradilan. Qada memiliki beberapa definisi dalam agama 

Islam, menurut fiqih secara terminology qada merupakan memutus 

perkara-perkara dan memberikan ketetapan merujuk pada hukum 

Islam.18 

Dari beberapa pengertian serpihan kata tersebut dapat diartikan 

bahwa siyasah qadha’iyyah menurut imam al-mawardi adalah lembaga 

peradilan yang memberikan ketetapan terhadap suatu permasalahan di 

dunia, dalam hal ini didasari oleh syariat Islam. Kebijakan yang 

dikeluarkan memerintahkan kepada individu untuk taat terhadap hukum 

agama yang berlaku dan memerintahkan orang untuk mengikutinya.19 

Siyasah qadha’iyyah berkaitan dengan kebijakan peradilan salah satu 

objek fiqh siyasah yang penting seperti hal nya peradilan-peradilan pada 

umumnya. Perspektif siyasah qadha’iyyah digunakan untuk membedah 

                                                 
18 Ahmad Sudirman, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga 

Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu,” Skripsi Uin Raden Intan 

Lampung (2020), Hlm. 21. 

 
19  Iswandi, “Diskresi Mahkamah Konstitusi Sebagai Instrumen The Guardian Of The 

Constitution Perspektif Kekuasaan Kehakiman,” Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), 

Hlm. 20-22. 
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bagaimana problem lembaga peradilan di Indonesia tidak hanya dari 

kaca mata hukum positif melainkan ditilik juga dari kaca mata sistem 

peradilan Islam. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penulis menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis normatif. 

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan 

kepustakaan yang meneliti dengan cara data-data kepustakaan seperti 

halnya, data-data tertulis, seperti halnya buku, jurnal, perundang-

undangan dan data-data yang tertulis lainnya, sesuai dengan 

permasalahan yang diangkat dalam judul penelitian ini.20 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini memiliki bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif-

analisis merupakan penelitian yang mengkaji permasalahan dengan 

menganalisis, mendeskripsikan, dan menjelaskan pokok permasalaahan 

yang diteliti oleh penulis. 

3. Pendekatan Penelitian  

Beberapa Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam 

penulisan yaitu sebagai berikut: 

 

 

                                                 
20 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 

2005), Hlm 35. 
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a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)  

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

merupakan pendekatan undang-undang yaitu mempelajari beberapa 

undang-undang yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti oleh 

penulis dalam suatu permasalahan. Dalam hal ini peneliti akan 

menelaah mengenai UU MK, Peraturan MK, dan UUD 1945. Selain 

itu, peneliti juga akan mempelajari terkait dengan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.21  

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan konseptual (Conseptual Approach) merupakan 

pendekatan yang mengkaji terkait pandangan-pandangan hukum. 

Pendekatan yang mencari acuan penelitian dengan cara penelusuran 

terhadap sumber-sumber hukum. Nantinya peneliti akan 

menemukan pengertian, asas, norma, peraturan hukum yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti akan memberikan 

pemahaman kepada pembaca dalam memecahkan permasalahan 

yang diangkat dalam tulisan.22 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)  

Pendekatan kasus (Case Approach) merupakan pendekatan 

yang mempelajari terkait dengan norma-norma atau kaidah hukum 

                                                 
21 Ibid. Hlm 136. 

 
22 Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., Mh, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Cv. Penerbit 

Qiara Media-Pasuruan, Jawa Timur, 2021), Hlm. 60.  
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yang berada di Mahkamah Konstitusi.23 Dalam penelitian ini penulis 

fokus pada studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

90/PUU-XXI/2023. Penulis juga akan menganalisis mengenai 

kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator 

dalam putusan tersebut.24   

4. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan data yang diambil dari produk-

produk hukum yang di sesuaikan dengan permasalahan yang akan 

diteliti oleh penulis. Antara lain sebagai berikut: 

1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi. 

2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

kode etik dan pedoman tingkah laku hakim. 

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Data sekunder merupakan bahan yang memberi penjelasan 

lanjutan yang tercantum dalam bahan hukum primer. Contohnya 

                                                 
23  Iwan Satiawan Dan Tanto Lailam, “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah 

Kontitusi Dan Pembentukan Undang-Undang,” Jurnal Konstitusi, Vol. 16:3 (2019), Hlm. 563. 

 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 

2005), Hlm. 158. 
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seperti buku-buku konstitusi, hasil penelitian tentang hukum, hasil 

karya ilmiah para penulis serta pendapat para pakar hukum yang 

berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

5. Teknik Pengumpulan, Validasi, dan Analisis Data. 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa tahapan yaitu dengan menganalisis data 

berdasarkan sumber-sumber yang mencakup penelitian penulis. Seperti, 

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah 

Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah 

Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 

tentang Batas Usia Capres dan Cawapres yang telah di download 

melalui website resmi Mahkamah Konstitusi. Lalu, penulis 

mengumpulkan beberapa sumber-sumber terpercaya, seperti jurnal 

tentang positive legislator dan negative legislator, buku-buku terkait 

yang dimiliki sendiri, buku yang didapat oleh penulis melalui 

perpustakaan daerah jogja dan perpustaan kampus, serta kanal-kanal 

jurnal yang terpercaya seperti, hukum online, Wikipedia, dan lain 

sebagainya. Kedua, penulis mengelompokkan literatur-literatur tersebut 

berdasarkan topik yang sesuai dengan penelitian, kemudian setelah 

dilakukan display data penulis dapat menarik Kesimpulan. 
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G. Sistematika Pembahasan  

Berikut kerangka sistematika pembahasan yang penulis akan 

gunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

Bab Pertama, bagian pertama membahas pendahuluan dalam bab ini 

mencakup sub-bab bahasan antara lain: latar belakang masalah yang isinya 

menjelaskan latar belakang masalah dan alasan dari masalah yang akan 

diteliti. Rumusan masalah merupakan beberapa materi yang akan dibahas 

dalam penelitian skripsi ini. Tujuan dan kegunaan penelitian, membahas 

terkait dengan tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini. Telaah 

pustaka membahas tentang penelusuran penelitian-penelitian terdahulu 

yang sesuai dengan judul yang diambil oleh penulis. Kerangka teori, berisi 

tentang landasan teori atau bahan hukum dalam menganalisis suatu 

masalah. Metode penelitian menjelaskan tentang jenis-jenis, sifat, atau 

sistematika pembahasan yang akan di teliti. Terakhir yaitu sistematika 

pembahasan membahas tentang kajian dalam penulisan penelitian skripsi. 

Bab Kedua, dalam bab ini akan membahas tentang pengembangan 

penjabaran lebih lanjut tentang masalah yang diangkat dari sub-bab 

kerangka teoritik pada bab pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan 

memaparkan tentang teori positivisme hukum dan teori siyasah 

qadha’iyyah. 

Bab Ketiga, pada bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai 

data objek yang menjadi fokus penelitian. Tinjauan umum tentang 

gambaran umum Mahkamah Konstitusi yang mencakup, ruang lingkup 
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Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution, penguatan 

Mahkamah Konstitusi bersifat positive legislator, penafsiran wewenang 

hakim Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator, tinjauan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dampak adanya putusan 

yang mengandung positive legislator. 

Bab Keempat, dalam bab ini akan menganalisis deskripsi, 

argumentasi, dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang 

dipakai, penulis akan membahas terkait hasil penelitian yaitu bagaimana 

kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan bagaimana 

kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dalam 

perspektif siyasah qadha’iyyah  

Bab Kelima, dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi 

kesimpulan atau rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang singkat. 

Sedangkan saran merupakan kritik, masukan, atau usul yang diberikan 

penulis terhadap objek yang sedang diteliti.  
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BAB V 

PENUTUP  

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 

menambahkan norma baru pada Pasal 169 huruf (q), yang sebelumnya 

berbunyi "berusia paling rendah 40 tahun" menjadi "… atau 

berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota". Putusan ini bersifat sebagai positive 

legislator, dimana Mahkamah menambahkan norma baru yang 

seharusnya bukan merupakan wewenangnya sebagai negative 

legislator yang hanya bisa membatalkan norma yang bertentangan 

dengan konstitusi. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpercayaan 

publik. 

2. Analisis batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden juga 

menggunakan metode keislaman yakni siyasah qadha’iyyah. Dalam 

Islam, tidak ada batas usia yang secara eksplisit dijelaskan untuk calon 

Presiden dan Wakil Presiden. Penambahan norma baru dianggap 

sebagai salah satu bentuk kezaliman yang dilakukan oleh Mahkamah. 

Mahkamah sebagai positive legislator memainkan peran penting dalam 

mengatasi kezaliman hakim melalui penerapan prinsip-prinsip siyasah 
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qadha’iyyah yang menekankan keadilan substantif, independensi 

hakim, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, peran 

Mahkamah sangat krusial dalam membentuk hukum yang berpihak 

pada keadilan substantif dan menekan kezaliman dalam sistem 

peradilan. 

B. Saran  

Setelah memahami batas usia Pencalonan Presiden dan Wakil 

Presiden dengan menganalisis kaidah keislam siyasah qadha’iyyah, maka 

penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat memberikan 

manfaat:  

1. Kepada Negara harus memastikan bahwa lembaga-lembaga  hukum, 

termasuk Mahkamah Konstitusi memiliki sifat independensi yang 

kuat dan bebas dari pengaruh kepentingan politik. Agar terciptanya 

keadilan dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Nilai demokrasi 

kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat sudah semestinya 

demokrasi yang sehat melibatkan partisipasi publik dalam proses 

pengambilan keputusan. Begitu pula mengenai persoalan batas usia 

semestinya mampu dikembalikan pada konstitusi bukan hanya dilihat 

dari segi penafsiran teks melainkan juga secara konstektual. 

2. Kepada Mahkamah Konstitusi, perlu adanya batasan-batasan terhadap 

setiap muatan putusan Mahkamah Konstitusi agar terciptanya check 

and balance dinegara ini. Memperkuat kewenangan Mahkamah 

Konstitusi dalam Menyusun peraturan yang di terapkan, sehingga 
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dapat terhindar dari konflik-konflik politik. Diciptakan sebuah 

peraturan yang sesuai mengenai Mahkamah Konstitusi yang 

memposisikan dirinya sebagai positive legislator, sehingga tidak akan 

terjadi kerancuan terhadap apa yang telah mahkamah terbitkan 

melalui putusan. Perlu diatur secara spesifik dengan cara menyertakan 

penjelasan pada pasal 57 ayat 2(a) tentang Mahkamah Konstitusi. 

Penjelasan tersebut ialah mengenai pembahasan muatan putusan 

Mahkamah Konstitusi.
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